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Abstract One of the economic problems that has become the focus of studies in various scientific fields is the reduction of poverty. This is because poverty is one of the causes for the weakness of all aspects of community life, both from the political, religious, cultural and social aspects. Always poverty is associated with employment problems and has an impact on equitable distribution policies in a country. The absence of employment opportunities for decent people and the right of the community to obtain access to affordable living necessities are additional indicators of the causes of poverty. Apart from that, the absence of a democratic government order has resulted in low acceptability and community initiatives to reduce poverty in traditional ways. Finally, using descriptive qualitative research methods to analyze the problems of poverty alleviation through the study of the book al kasb by the Muslim thinker Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad al-Syaibani. This article answers that distribution policy is the main aspect that directly affects the distribution of social welfare. Occupation, specialization and job distribution are the focus of his discussion in his book Al-Kasbu. As-Syaibani emphasized more on micro-economic problems. However, the business sector that should be prioritized according to Asy-syaibani is the agricultural sector, because agriculture is a producing business sector. 
الملخص
من المشاكل الاقتصادية التي أصبحت محور الدراسات في مختلف المجالات العلمية هو الحد من الفقر. وذلك لأن الفقر هو أحد أسباب ضعف جميع جوانب الحياة المجتمعية من النواحي السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية. يرتبط الفقر دائمًا بمشاكل التوظيف وله تأثير على سياسات التوزيع العادل في بلد ما. إن غياب فرص العمل للأشخاص اللائقين وحق المجتمع في الحصول على ضروريات المعيشة الميسورة هي مؤشرات إضافية لأسباب الفقر. بصرف النظر عن ذلك ، يؤدي غياب نظام حكومي ديمقراطي إلى قبول منخفض ومبادرة مجتمعية للحد من الفقر بالطرق التقليدية. وأخيراً ، استخدام أساليب البحث الوصفي النوعي لتحليل مشكلات التخفيف من حدة الفقر من خلال دراسة كتاب القصب للمفكر المسلم أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد السياباني. يجيب هذا المقال على أن سياسة التوزيع هي الجانب الرئيسي الذي يؤثر بشكل مباشر على توزيع الرعاية الاجتماعية. العمل والتخصص وتوزيع الوظائف محور نقاشه في كتابه القصب. وأكد السيايباني أكثر على مشاكل الاقتصاد الجزئي. ومع ذلك ، فإن قطاع الأعمال الذي يجب أن يحظى بالأولوية وفقًا لعاصي الصيباني هو القطاع الزراعي ، لأن الزراعة قطاع أعمال منتج. يجيب هذا المقال على أن سياسة التوزيع هي الجانب الرئيسي الذي يؤثر بشكل مباشر على توزيع الرعاية الاجتماعية. العمل والتخصص وتوزيع الوظائف محور نقاشه في كتابه القصب. وأكد الصيعاني أكثر على مشاكل الاقتصاد الجزئي. ومع ذلك ، فإن قطاع الأعمال الذي يجب أن يحظى بالأولوية وفقًا لعاصي الصيباني هو القطاع الزراعي ، لأن الزراعة قطاع أعمال منتج. يجيب هذا المقال على أن سياسة التوزيع هي الجانب الرئيسي الذي يؤثر بشكل مباشر على توزيع الرعاية الاجتماعية. العمل والتخصص وتوزيع الوظائف محور نقاشه في كتابه القصب. وأكد الصيعاني أكثر على مشاكل الاقتصاد الجزئي. ومع ذلك ، فإن قطاع الأعمال الذي يجب أن يحظى بالأولوية وفقًا لعاصي الصيباني هو القطاع الزراعي ، لأن الزراعة قطاع أعمال منتج.
الكلمة الرئيسية: الفقر والكسب والتوزيع والاقتصاد والرعاية الاجتماعية
Abstrak
 Salah satu permasalah ekonomi yang menjadi fokus kajian di berbagai bidang keilmuan adalah penanggunalan kemiskinan. Hal itu karena kemiskinan menjadi satu penyebab lemahnya seluruh sendi kehidupan masyarakat, baik dari aspek politik, agama, budaya maupun sosial. Selalunya kemiskinan dikaitkan dengan permasalahan pekerjaan dan berdampak pada kebijakan distribusi yang adil di sebuah negara. Tidak adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang layak dan hak masyarakat untuk memperoleh akses kebutuhan hidup yang terjangkau menjadi indikator tambahan dalam penyebab kemiskinan. Selain daripada itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara tradisional. Akhirnya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis problematika pengentasan kemiskinan melalui telaah kitab al kasb karya pemikir muslim Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad al-Syaibani. Artikel ini menjawab bahwa kebijakan distribusi merupakan aspek utama yang mempengaruhi secara langsung dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan, spesialisasi dan distribusi pekerjaan menjadi focus pembahasan beliau dalam karya bukunya Al-Kasbu. As-Syaibani lebih menekankan kepada permasalahan ekonomi mikro. Namun, sektor usaha yang harus lebih diutamakan menurut Asy-syaibani adalah sektor pertanian, karena pertanian merupakan sektor usaha yang memproduksi.
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Pendahuluan
Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Permasalahan kemiskinan marupakan bagian dalam pembangunan ekonomi yang bersifat multidimensi, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiiki banyak aspek. Dilihat dari kabijakan umum, maka kemiskinan aspek primer yang berupa miskin atas asset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta ketrempilan. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. (Ulya, 2018) kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari beberapa variable dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. (Nano Prawiti, 2009)
Permasalahan kemiskinan di Indonesia memiliki persentase yang mana penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018. Jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 6,69 persen, turun menjadi 6,56 persen pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 12,85 persen, turun menjadi 12,60 persen pada September 2019.(BPS, 2019)
Selama tiga dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dan bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pemdampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian upaya tersebut penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberkanjutaannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemeritah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.(Ulya, 2018) Islam sebagai agama yang paling sempurna, senantiasa memberikan solusi yang manusiawi (humanistic) sesuai dengan permasalahan manusia berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, hadith maupun pendapat ulama muslim. Mengatur seluruh kedhiupan manusia secara multidimensi baik dari aspek keduniawian maupun ukhrowi. (Syamsuri, 2019) Sehingga artikel ini akan mencoba menghadirkan sebuah teori konseptual dari seorang tokoh muslim Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad al-Syaibani dari telaah kitab fenomenalnya al kasbu dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi umat, khususnya kemiskinan.
Tinjauan Pustaka

BAPPENAS (2004) memberikan definisi kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang dimaksud antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Dalam peneitian yang dilakukan oleh Naerul Edwin, menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan distribusi bagi setiap individu. Namun pada realitanya, ditemukan  ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan.(Aprianto, 2017) 
Selain itu  menurut Husna Ni’matul, yang menjadi penyebab kemiskinan  jelaslah berbeda-beda, tergantung dengan jenis kemiskinan itu sendiri, begitu pula ada banyak indikator kemiskinan yang berbeda-beda. Sebagai contoh dari upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya.(Ulya, 2018) Sehingga disini diperlukan adanya kajian mengenai kontribusi Islam dalam memberikan solusi dalam pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakan beberapa pemikiran tokoh ekonomi Islam, amat sangat memungkinkan untuk menjadikannya sebagai rujukan dalam sistem pengentasan kemiskinan
Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi situasi ataupun fenomena tertentu.(Burhan Bungin, 2008) Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.(Michael Todaro, 2012) Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat lebih mengeksplorasi dan memahami permasalahan pengentasan kemiskinan dan bagaimana pemikiran As-Syaibani dengan konsepnya dalam teori pekerjaan dan keadilan distribusi. Maka dari itu penelitian ini selanjutnya akan mendeskripsikan strategi pengentasan kemiskinan kebijakan distribusi derta peluang lapangan pekerjaan di Indonesia. Kemudian menganalisinya dengan teori-teori serta konsep pemikiran As-Syaibani sebagai solusi bagi permasalahan kemiskinan di Indonesia. 
Hasil dan Pembahasan

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan memiliki dimensi yang menyangkut masalah-masalah ekonomi dan non ekonomi. Karena memiliki sifat yang multidimensi, maka kemiskinan yang berdimensi ekonomi dapat dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan absolut relative. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau sekelompok orang masyarakat tidak cukup untukm memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun secara relatif pendapatannya masih berada di bawah rata-rata penduduk sekitarnya.(Sunartiningsih, 2004)
Ada banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah telah melakukan banyak program dan wacana dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di negara Indonesia. Selama ini, berbagai upaya yang dalam menanggulangi kemiskinan, antara lain  merumuskan berbagai standar obyektif garis kemiskinan dan pemetaan kantong-kantong  kemiskinan. Tetapi hingga sekarang persoalan kemiskinan belum membuahkan hasil yang memuaskan.(Atma Ras, 2013) Seperti yang diungkapkan oleh Atma, bahwa seluruh program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat.(M. Nur Rianto, 2012)
Ketidak mampuan dan kegagalan dalam program penanggulangan kemiskinan di Indonesia meliputi beberapa hal.(Setiadi, 2011) Yaitu pertama, program penanggulangan kemiskinan selama ini terfokus pada program bantuan social untuk orang miskin. Di sisi lain program bantuan yang berorientasikan kepada kedermawanan pemerintah berpotensi untuk memperburuk moral dan perilaku masyarakat  miskin. Program kedermawanan pemerintah ini dapat menjadikan beberapa masyarakat miskin selalu bergantung baik budi pemerintah tanpa adanya kerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, pemhaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri, sehingga program kemiskinan tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan yang penyebabnya berbeda-beda secara local.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia.(Sumodiningrat: 1998) Dalam strategi pengentasan kemiskinan, kemiskinan dikelompokan menjadi dua macam ukuran kemiskinan yang umum seperti halnya dimensi kemiskinan itu sendiri yaitu : (Lincoln Arsyad, 2004) 1) Kemiskinan Absolut, Konsep kemiskinan absolute ini menggunakan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. 2) Kemiskinan Relatif, Pada konsep kemiskinan relatif ini berbeda dengan kemiskinan absolut, konsep ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih termasuk ke dalam golongan miskin.
Terdapat juga beberapa pendapat mengenai strategi pengentasan kemiskinan yang disesbabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut antara lain Lincoln Arsyad yaitu: Pertama, Pembangunan pertanian, yang ada pada suatu Negara terletak pada kuatnya sektor basis, sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam pengentasan kemiskinan terutama di wilayah pedesaan. Kedua, Pembangunan sumber daya manusia. Perbaikan akses pelayanan sosial bagi rakyat miskin, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan gizi. Ketiga, Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat. Keempat, Bekerja. Kelima, Membantu Keluarga yang Lemah, Untuk memerangi kemiskinan. Keenam, Pengentasan Kemiskinan dengan Zakat. (Lincoln Arsyad, 2004)
Pengentasan Kemiskinan dalam Sejarah Islam

Pada masa kejayaan Islam, banyak fakta sejarah yang menyebutkan bahwa zakat bisa mengurangi angka kemiskinan, Umar bin Khattab misalnya yang menjadikan Yaman sebagai satu propinsi yang mampu mengentaskan kemiskinan, hal ini dibuktikan bahwa gubernur Yaman waktu itu, Mu’adz bin Jabal, mengirim sepertiga daro total hasil zakat dari propinsi tersebut ke Madinah, separuh di tahun berikutnya, dan semua hasil di tahun ketiga, pengentasan kemiskinan juga ditemui di masa kepemimnpinan Umar bin Abdul Azis, dimana pada waktu itu sudah tidak diketemukan lagi orang miskin di Negara itu.(Subki, 2009) Selain zakat terdapat Sedekah, di dalam Islam juga berusaha membentuk pribadi yang luhur, dermawan, dan murah hati. Pribadi yang luhur adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta, suka mendermakan lebih dari apa yang diwajibkan. Ia suka memberikan sesuatu, kendati tidak diminta dan tidak dituntut terlebih dahulu. Ia suka berderma (memberi infaq) dikala siang maupun malam.(Ulya, 2018)
Al-Maududi juga menambahkan bahwa salah satu cara pengentasan kemiskinan adalah dengan cara hemat, Islam memperhatikan dan mengawasi perputaran kekayaan pada seluruh masyarakat, danditentukannya satu bagian dari harta orang kaya untuk diberikan kepada fakir miskinpada satu sisi, dan pada sisi lain diperintahkanya kepada tiap-tiap individu dalam mengeluarkan hartanya (pembelanjaan), hingga keseimbangan dalam pembagian kekayaan tidak terganggu karena sikap berlebihan individu tersebut dalam menggunakan harta kekayaannya.(Moh. Faizal, 2016)
Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai konsep distribusi tidak telepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut dan juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya.
Konsep Kebijakan Distribusi dalam Islam
Secara konvensional, distribusi diartikan sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Meskipun definisi konvensional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah kepada perilaku ekonomi yang bersifat individu, namun dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki negara. Dalam perspektif Islam, konsep distribusi memiliki maksud yang lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.(Madnasir, 2010)
Sedangkan menurut tokoh ekonom muslim distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (channel of distribution) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (physical distribution).(Syed Nawab Haider Naqvi, 1994)
Untuk menjalankan kebijakan distribusi, maka dapat ditempuh dengan berbagai cara. Pertama, meneliti apakah mekanisme ekonomi sudah berjalan secara normal. Apabila terdapat penyimpangan, misalnya adanya monopoli, hambatan masuk (barrier to entry) baik administratif maupun non-administratif, atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi (penimbunan), harus segara dihilangkan. Apabila semua mekanisme ekonomi berjalan sempurna, tetapi kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, maka dapat menempuh cara yang kedua, yakni melalui mekanisme non-ekonomi. Cara kedua ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat. Adapun cara yang dapat ditempuh dalam pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi, antara lain: 1) Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik; 2) Pemberian infak, sedekah, dan wakaf dari orang yang mampu kepada yang memerlukan; dan 3) Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.(Aprianto, 2017)
Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat serta mendorong terciptanya keadilan distribusi. Namun, pemerintah selayaknya tidak berpihak dalam proses distribusi kepada suatu golongan atau orang tertentu. Upaya yang layak dilakukan pemerintah sebagai pemangku kebijakan distribusi ialah menghapus sistem bunga (ribawi) yang hanya menguntungkan pihak yang bermodal yang berakibat pada penumpukan harta pada golongan tertentu. Di sisi lain, terciptanya keadilan dalam distribusi melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, waris, dan lain-lain untuk kepentingan masyarakat luas harus terjamin oleh pemerintah.(Aprianto, 2017)
Ketika kebijakan dalam menciptakan keadilan distribusi dapat terwujud, maka akan terciptanya kondisi sosial yang adil di masyarakat. Kondisi sosial yang memprioritaskan kesejajaran di tengah-tengah masyarakat yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) dan kesejahteraan yang dapat dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan secara absolut, adanya kesempatan yang sama pada setiap orang dalam berusaha, dan terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Untuk itu, diperlukan peran institusi seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Peran kedua institusi tersebut (pemerintah dan masyarakat) sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi yang ada bekerja.
Konsep Pengentasan Kemiskinan Menurut As Syaibani 
Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad al-Syaibani lahir pada tahun 132 H (750 M) di kota Wasith, ibukota Irak. Dalam menuntut ilmu, al-Syaibani banyak berinteraksi dengan berbagai ulama. Layaknya ulama terdahulu, ia berkelana ke berbagai tempat, seperti Madinah, Makkah, Syiria, Basrah dan Khurasan untuk belajar pada ulama besar, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin ‘Uyainah, dan Auza’i. Ia juga pernah bertemu dengan Al Syafi’i ketika belajar Al Muwattha pada Malik bin Anas.(Rifa’at Al-Audi, 1985) Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fiqihnya. Al-Syaibani menjadi lebih banyak mengetahui berbagai hadis yang luput dari pengetahuan Abu Hanifah. Dari keluasan Pendidikannya ini, ia mampu mengombinasikan antara aliran ahl al -ra’yi di Irak dan ahl al-hadits di Madinah.(Abdul Aziz Dahlan dkk, 1997) Setelah memperoleh ilmu yang memadai, al-Syaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan Bani Abbasiyah. Di tempat ini, ia mempunyai peranan penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut makin mempermudahnya dalam mengembangkan mazhab Hanafi, apalagi ditunjang kebijakan pemerintah saat itu yang menjadikan mazhab hanafi sebagai mazhab negara.(Adiwarman A. Karim, 2004)
 Selama hidupnya beliau dikenal sebagai ekonom muslim yang produktif. Dalam menuliskan pokok-pokok pemikiran fiqihnya, al-Syaibani menggunakan istihsan sebagai metode ijtihadnya. Hasil karyanya yang berupa kita diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:(Abdul Aziz Dahlan dkk, 1997)
1. Zharir al Riwayah, yaitu kitab yang dituliskan berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah, seperti al Mabsut, al Jami’ al Kabir, al Jami’ al Saghir, al Siyar al Kabir, al Siyar al Saghir, dan al Ziyadat. Semua ini dihimpun Abi Al Fadl Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al Maruzi dalam satu kitab berjudul Al Kafi.

2. Al Nawadir, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri, seperti Amali Muhammad fi al Fiqh, al Ruqayyat, al Makharij fi al Hiyal, al Radd ‘ala Ahl Madinah, al Ziyadah, al Atsar, dan al Kasb.

Konsep Al-Kasb (Kerja) dalam Mengentaskan Kemiskinan menurut As-Syaibani
Dalam kitab Al-Kasb (Kerja) ini, asy-Syaibani mendefinisikan al-Kasb (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi. Al Syaibani mendefinisikan al kasb (kerja) sebagai cara memcari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Sedangkan  produksi suatu barang dalam ilmu ekonomi dilakukan karena ia mempunyai utilitas (nilai guna). Dalam ekonomi islam nilai guna tersebut diukur dari kemaslahatannya.(Abulhasan M. Sadeq, 1992) Seperti yang diungkapkan oleh Al-Syatibi, bahwa kemaslahatan hanya bisa dicapai dengan memlihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.(Asafri Jaya Bakri, 1996) Hal inilah yang mendasari perbedaan produsen antara ekonomi Islam dan konvensional. Dimana dalam ekonomi islam tujuan produsen tersebut adalah maqasid syari’ah yaitu memelihara kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Berbeda dengan konvensional yang beorientasi pada tujuan dunia semata dimana setiap produksi bisa dilakukan jika ada orang yang yang menginginkan hasil produksi tesebut tanpa melihat efek maslahatnya secara keseluruhan.(Taqiyuddin Al-Nabhani, 1996)
Al Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dalam empat perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Para ekonom yang lain mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ilmu ekonomi. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, manusia akan mengalami kesengsaraan karena manusia tak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut.(Muhammad bin Hasan Al Hasan Al Syaibani, 1986) Dengan demikian seorang muslim termotivasi untuk memproduksi setiap barang atau jasa yang memiliki maslahah tersebut. Hal ini berarti bahwa konsep maslahah merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan (maqasid) syari’ah, yakni memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. 
Asy-Syaibani juga menyatakan bahwa bekerja merupakan ajaran para rasul terdahulu dan kaum muslimin diperintahkan untuk meneladani cara hidup mereka. Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa orientasi bekerja dalam pandangan Asy-Syaibani adalah hidup untuk meraih keridhaan Allah SWT. Di sisi lain, kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi dan distribusi yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Asy-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi empat macam, yaitu sewa menyewa (ijarah), perdagangan (tijarah), pertanian (zaira’ah) dan perindustrian (sina’ah). Sedangkan ekonom kontemporer membagi menjadi tiga, yaitu pertanian, perindustrian dan jasa.(Muhammad bin Hasan Al Hasan Al Syaibani, 1986)
Dari ketiga usaha perekonomian tersebut, Asy-Syabani lebih mengutamakan usaha pertanian. Menurutnya pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Dari segi hukum Asy-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ‘ain.(Muhammad bin Hasan Al Hasan Al Syaibani, 1986)  Dalam permasalahan Distribusi dan Spesialisasi Pekerjaan Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan kalaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasi dirinya. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung pada dirinya. Oleh karena itu, Allah memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan mengenai salah satu diantara kebutuhan tersebut, sehingga manusia sapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Spesialisasi yang dikemukan oleh Al Syaibani terdapat penekanan pada  unsur kerja sama dan prinsip saling membutuhkan antara satu dan lainnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Disini terdapat makna besar bahwa apapun posisi yang ditempati seorang pekerja ia mempunyai fungsi sesuai dengan posisinya tersebut. Dimana tanpa menjalankan hal tersebut maka hasil dari pekerjaan yang ada tidak akan tercapai secara maksimal. Ini sangat menunjukkan betapa sistem spesialisasi yang dicetuskan Al-Syaibani sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa memandang rendah dan tingginya jabatan dalam pekerjaan.

Yang paling mendasar, bahwa suatu pekerjaan yang dilakuakn setiap orang adalah orientasi dalam rangka mencapai ridha Allah yang merupakan wujud dari ibadah kepadaNya. Bagi Al Syaibani ini adalah fondasi utama dari setiap pekerja yang ada dalam usaha produksi Islam. Segala bentuk posisi dan tanggung jawab yang ada dalam pekerjaan merupakan manifestasi dari upaya peribadatan kepada Allah disamaping upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Dimana dikenal dengan penguasaan dua aspek sekaligus yakni ekonomi dan religius.
Kesimpulan 

Ukuran kemiskinan terdapat kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang timbul karena ketidakmampuan pendapatan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan dasar. Indikator kemiskinan dapat diukur dengan tingkat konsumsi beras, tingkat pendapatan serta kesejahteraan rakyat. Indikator kemiskinan juga dapat ditandai dengan keterbatasan masyarakat di dalam memanfaatkan faktor produksi baik itu secara alamiah dari diri mereka sendiri, maupun ketidakmampuan yang disebabkan oleh faktor luar.

Usaha-usaha seperti pembangunan pertanian, pembangunan sumberdaya manusia, dan pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk membuat kebijakan pemerintah lebih efektif, kemudian Islam memiliki cara sendiri untuk pengentasan kemiskinan. Dalam mengatasi kemiskinan, maka seseorang harus rajin bekerja, peduli dengan sesama, kepedulian pemerintah terhadap kaum miskin, bagi yang mampu hendaknya memenuhi kewajiban-kewajiban seperti membayar zakat dan pemenuhan hak-hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhinya, serta bergaya hidup hemat. Tentunya di dalam pelaksanaannya diharapkan semua pihak dianjurkan untuk meningkatkan kesadarannya, sebagai khalifah yang diberikan tanggung jawab. 
Mengenai permasalahan ini Al Syaibani lebih menekankan kepada permasalahan ekonomi mikro, sehingga pemikirannya membahas secara detail bagaimana peranan ekonomi dari cara kerja manusia untuk mendapatkan harta. permasalahan ekonomi wajib diketahui oleh umat islam karena dapat menunjang ibadah wajib. Pemikiran beliau tentang ekonomi terbagi menjadi lima bagian, yaitu: al-Kasb (kerja), kekayaan dan kefakiran klasifikasi usahausaha perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Sektor usaha yang harus lebih diutamakan menurut Asy-syaibani adalah sektor pertanian, karena pertanian merupakan sektor usaha yang memproduksi.
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